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ABSTRACT
Background: The pandemic situation causes all types of services to be limited, including family planning programs. This is done to reduce the number of positive confirmed cases and the number of victims who died due to Coronavirus contamination by a number of efforts to limit population mobilization. On the other hand, restrictions on family planning programs during a pandemic have the potential to cause pregnancy because PUS does not receive family planning services, which is constrained by instructions for limiting services. Purpose: The purpose of the research conducted by the author is to increase the effectiveness of the family planning program during the COVID-19 pandemic in Sorong City. Method: The method used in writing this thesis is a descriptive method with an inductive approach, while the data collection techniques used are through interviews, observation, and documentation. Results: The results of the study indicate that the Office of Population Control and Family Planning has not been effective in implementing the family planning program. Conclusion: The Population Control and Family Planning Agency (DPPKB) has not been effective in organizing the Family Planning Program during the Covid-19 Pandemic in Sorong City. The problem that hinders the Office of Population Control and Family Planning in implementing family planning programs during the Covid-19 pandemic is the lack of PKB/PLKB personnel in coordinating family planning counseling. In addition, socialization activities are also reduced and the facilities to support the mobility of family planning services have not been maximally facilitated. Efforts made by the Population Control and Family Planning Agency to overcome obstacles include applying a priority scale approach to family planning guidance, providing ball pick-up services and coordinating with the provision of operational vehicles from the service.
Keywords: Effectiveness, Family Planning Program, Covid-19 Pandemic.

ABSTRAK
Latar belakang: Situasi Pandemi mengakibatkan segala jenis pelayanan harus dibatasi, termasuk program KB. Hal ini dilakukan untuk menekan jumlah kasus terkonfirmasi positif dan korban meninggal dunia akibat kontaminasi Coronavirus dengan sejumlah upaya pembatasan mobilisasi penduduk. Disisi lain pembatasan program KB saat pandemi berpotensi menyebabkan kehamilan karena PUS tidak menerima pelayanan KB yang terkendala oleh instruksi pembatasan pelayanan. Tujuan: Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk meningkatkan efektivitas program KB pada masa pandemi covid-19 di Kota Sorong. Metode: Metode yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan Induktif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum efektif dalam menjalankan program KB. Kesimpulan: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) belum efektif dalam meyelenggarakan Program KB saat Pandemi Covid-19 di Kota Sorong. Permasalahan yang menghambat Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dalam pengelenggaraan program KB saat pandemi Covid-19 adalah Kurangnya Personil PKB/PLKB dalam Mengoordinir Penyuluhan KB. Selain itu Kegiatan sosialisasi juga berkurang serta Sarana untuk menunjang mobilitas pelayanan KB belum difasilitasi secara maksimal. Upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menangani hambatan yakni menerapkan pendekatan skala prioritas pada Pembinaan KB, melakukan pelayanan jemput bola dan Berkoordinasi terkait penyediaan kendaraan operasional dari dinas.
Kata Kunci: Efektivitas, Program KB, Pandemi Covid-19.

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 
Peyelenggaraan Program Keluarga Berencana (KB) saat ini belum memberikan dampak yang signifikan secara global. Pasalnya pertumbuhan penduduk dewasa ini dikategorikan tinggi dan menjadi persoalan fundamental bagi seluruh negara di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Worldometer, dinyatakan ada 7,8 miliar manusia yang menjadi penduduk di dunia pada saat ini (2021). Jumlah itu tersebar dilebih dari 230 negara, dan terus meningkat setiap detiknya. Penelitian United Nations Population Fund (UNFPA) telah mencatat bahwa ada 47 juta wanita di negara yang memiliki penghasilan rendah dan menengah yang mungkin tidak bisa mengakses dan membeli alat kontrasepsi modern. Oleh karena itu telah terjadi 7 juta kehamilan yang tidak diharapkan. 
Hal ini selaras dengan Kependudukan Indonesia yang berada pada poin utama prioritas pemerintah dalam merencanakan kebijakan pembangunan berkelanjutan.  Sesuai dengan Data Kependudukan Semester satu 2020, jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni mencapai 268.583.016 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk pria sebanyak 135.821.768 orang dan 132.761.248 penduduk perempuan (Nugraheny,  Dian Erika, 2020). Fakta ini tidak dapat dipungkiri mengingat beberapa faktor yang mendukungnya, seperti tingginya angka kelahiran, menurunnya angka kematian, persebaran penduduk yang tidak merata, pernikahan anak yang tidak terkendali, hingga terjadinya urbanisasi penduduk yang terus-menerus bertambah
Kiat yang dicanangkan oleh BKKBN untuk menggalakkan pentingnya KB melalui Penyuluhan KB dan Pelayanan Program KB. Program KB ini diintensifkan kepada penduduk yang menyandang status Pasangan Usia Subur  (PUS) dan Wanita Usia Subur (WUS) yaitu usia produktif 15-49 tahun. Program ini secara teknis dilakukan dengan menggunakan alat pencegah kehamilan atau yang dikenal dengan istilah alat kontrasepsi digolongkan menjadi dua, yakni kontrasepsi permanen dan non-permanen. Penggunaan alat ini disesuaikan dengan hasil konsultasi kepada PLKB sehiingga PUS mendapat pelayanan yang tepat dan efektif terhadap penundaan kehamilan. Tujuannya adalah WUS tidak menciptakan peluang untuk terjadinya kehamilan.
BKKBN dihadapkan dengan tantangan terbaru dalam  memantau pertumbuhan penduduk Tahun 2020, yakni keberadaan wabah pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19). Virus ini berbahaya dikarenakan laju penyebarannya begitu cepat dan menyerang sistem pernapasan yang memicu kematian. Penularan COVID-19 di Indonesia tergolong tinggi dilihat dari jumlah korban terkonfirmasi mencapai 299.506 orang dan korban jiwa sebanyak 11,055 orang (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Realita yang ditunjukkan merupakan sebuah peringatan bagi Pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan untuk merancang berbagai kebijakan yang adaptif dan efektif saat pandemi.
Tupoksi BKKBN sebagai pelopor dalam mengendalikan jumlah penduduk menjadi terhambat karena sebagian besar jenis pelayanan program KB adalah pelayanan secara tatap muka atau face to face. Keberadaan COVID 19 membuat PUS yang termasuk pada kategori Penduduk Usia Produktif mendominasi para pekerja WFH. Situasi yang memposisikan PUS ini tentu berpotensi menciptakan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) sementara itu pelayanan KB secara langsung tidak dapat dilaksanakan sehingga terjadilah penurunan penggunaan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi yang tidak digunakan sesuai dengan jangka waktunya akan menyebabkan tingginya peluang PUS untuk hamil. 
Provinsi Papua Barat menjadi salah satu dari 34 Provinsi di Indonesia yang terdampak  pandemi. Di masa pandemi COVID-19 ini diperkirakan angka kehamilan di Provinsi Papua Barat justru akan meningkat. Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat Benyamin Lado menyampaikan, perkiraan itu sangat didasarkan terhadap kondisi ril pada saat ini. Hampir 80 persen seluruh kegiatan dilaksanakan di rumah, hal tersebut mengakibatkan frekuensi berkumpul dengan keluarga menjadi sangat intens. 

1.2. Rumusan Masalah (GAP Penelitian)
Dilihat dari latar belakang permasalahan di atas maka penulis mengambil masalah yang akan dibahas sebagai berikut:
1. [bookmark: _Hlk81240766]Bagaimana efektivitas penyelenggaraan program KB oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sorong pada masa Pandemi Covid-19?
2. Apa saja faktor penghambat dalam peyelenggaraan program KB oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sorong pada masa Pandemi Covid-19?
3. Bagaimana upaya penyelenggaraan program KB oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sorong pada masa Pandemi Covid-19?

1.3. Penelitian Terdahulu
Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Khalizah Mayasari BR Damanik berjudul Pengaruh Efektivitas Program Keluarga Berencana Dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kota Medan (Khalizah Mayasari BR Damanik, 2020) menemukan  bahwa Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan diketahui variabel Efektivitas Program Keluarga Berencana dan Pertumbuhan Jumlah Penduduk sebesar 75,8% sementara itu sebesar 24,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dapat diketahui bahwa variabel bebas yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat yaitu variabel pertumbuhan jumlah penduduk yang mempuyai nilai koefisien β (Beta) terbesar yaitu 4,377E-8 dibandingkan dengan variabel bebas lain. Maka pertumbuhan jumlah penduduk merupakan variabel yang sangat dominan dalam mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Medan. Penelitian Enggal Ganusa Satrio Piningit berjudul Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menyelenggarakan Program KB Saat Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Enggal Ganusa Satrio Piningit 2021) menemukan  bahwa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) sudah berperan secara optimal dalam meyelenggarakan Program KB saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bangka Barat. Permasalahan yang menghambat Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perliundungan Anak dalam pengelenggaraan program KB saat pandemi Covid-19 adalah Kurangnya Personil PKB/PLKB dalam Mengoordinir Penyuluhan KB. Selain itu Kegiatan sosialisasi KB dan kegiatan Tribina oleh PPKBD dan Sub PPKBD menjadi terhambat akibat terdampak refocussing anggaran serta Sarana untuk menunjang mobilitas pelayanan KB jemput bola belum difasilitasi secara maksimal.Upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menangani hambatan yakni menerapkan pendekatan skala prioritas pada Pembinaan KB, Refreshing Kader KB dan sosialisasi secara berkala dan Berkoordinasi terkait penyediaan kendaraan operasional dari dinas

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah
Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni efektivitas program keluarga berencana (kb) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk pada masa pandemi covid-19 metode yang digunakan metode penilitian kualitatif. Lokasi dan Waktu Penelitian berbeda dengan penilitian sebelumnya. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Mahmudi  Mahmudi (2005) yang menyatakan bahwa efektivitas menggambarkan antara input, output serta outcome. Mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi.

1.5. Tujuan. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas program keluarga berencana (kb) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota sorong provinsi papua barat pada masa pandemi covid-19.

II. METODE
tentang alasan penelitian kualitatif, yaitu untuk menggambarkan suatu kejadian baik secara mendalam maupun komprehensif (luas) dalam mengumpulkan data dengan jumlah besar, sehingga hasilnya dapat dijelaskan secara khusus dan mendalam. Semakin luas dan dalam data terkait maka semakin baik kualitas yang diperoleh, oleh karena itu penelitian ini dikatakan kualitatif.
Creswell (2018:28) yang memberikan pandangannya terhadap pengertian penelitian kualitatif secara rinci tidak jauh dari mekanisme dan proses pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan dalam mencari pemahaman arti suatu manusia secara individu maupun kelompok pada lingkungan sosial adalah pendekatan deskriptif yang condong kearah penggambaran suatu kondisi, kemudian memproses data-data yang spesifik hingga menciptakan temuan baru yang digeneralisasikan melalui analisis data induktif dan diakhiri dengan penyusunan kesimpulan secara kompleks serta penulisan akhir dari laporannya berstruktur fleksibel.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penulis menganalisis efektivitas program keluarga berencana (kb) dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota sorong provinsi papua barat pada masa pandemi covid-19 menggunakan pendapat dari Mahmudi yang menyatakan bahwa efektivitas yaitu menggambarkan antara input, output serta outcome. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1    Input
Input merupakan unsur pendukung dalam menjalankan suatu program. Keberhasilan suatu program akan sangat dipengaruhi oleh input, jika input tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan maka kemungkinan tujuan program akan tercapai, sebaliknya apabila input tidak sesuai dengan yang dibutuhkan maka akan sulit untuk mecapai tujuan suatu program.
Untuk mengetahui input dari pelaksanaan program KB peneliti telah memberikan 2 indikator yang dikembangkan oleh penulis yaitu sebagai berikut:
a. Sarana Prasarana
b. Kualitas SDM yang Baik

A. Sarana Prasarana
Kenyamanan masyarakat terhadap pelayanan suatu organisasi dapat juga diidentifikasi dari kepemilikan unsur pendukung, yakni sarana prasarana pelayanan. Sarana dan prasarana penunjang aktivitas instansi menjadi suatu perihal yang dipertimbangkan, dimana hal ini mempunyai kualitas dan kuantitas yang berbeda. Perhatian lembaga terhadap kebutuhan fasilitas pendukung perlu mengutamakan standar barang dan jumlah barang yang dibutuhkan kemudian disesuaikan dengan kondisi anggaran terbaru. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk setiap Pelayanan KB harus diatur dengan perencanaan yang tepat sehingga memperoleh masa pakai peralatan yang lebih lama dan lebih menjamin terwujudnya pelayanan yang optimal. 
Berkaitan dengan hal tersebut penulis telah melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sorong BapakHerman Hermanto, SH. yaitu sebagai berikut:
Dapat dilihat secara keseuruhan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan program KB sudah cukup baik walaupun kendaraan operasional berupa mobil masih kurang, penyuluhnya pun diberikan fasilitas mulai dari kendaraan operasional berupa motor serta alat-alat penunjang seperti laptop dan lain sebagainya.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana penunjang pelayanan program KB di DPPKB kota sorong secara keseluruhan sudah cukup baik walaupun masih ada kekurangan pada kendaraan operasional dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap pelayanan serta keberhasilan dari program KB.

B. Kualitas SDM yang baik
Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu program. Pada pelaksanaan program KB, sumber daya manusia yang dipilih harus  paham tentang program KB dan memiliki latar pendidikan yang berkaitan dengan program tersebut. Selain itu kualitas SDM dapat dikatakan baik apabila jumlah petugas pelaksana program memadai sehingga program yang dijalankan dapat efektif.
Sumber daya manusia dikatakan baik apabila jumlahnya dapat merata dan tidak kurang dalam menjalankan keberlangsungan program KB, untuk mengetahui merata tidaknya petugas penyuluh program KB penulis melakukan wawancara dengan Kepala Subbidang Jaminan Pelayanan KB Bapak Ibnu Rasyid dengan hasil sebagai berikut:
Sangat kurang, di Kota Sorong terdapat empat puluh satu kelurahan dengan jumlah penduduk yag lebih dari dua ratus lima puluh ribu jiwa hanya memiliki tiga petugas penyuluh KB yang PNS, idealnya pada setiap kelurahan terdapat satu atau dua petugas tapi kita masih jauh dari ideal. Tahun kemarin ada penambahan lewat formasi P3K yang diangkat dari pusat itu hanya satu, berarti hanya ada empat petugas itupun masih kurang karena masih harus membawahi empat puluh kelurahan ini jadi petugas tersebut tidak fokus untuk menjalankan tugasnya.

3.2    Output
Output merupakan hasil dari suatu program yang telah dilakukan. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa program yang telah dilakukan dapat efektif atau tidak, apabila hasilnya mencapai target atau tujuan hal tersebut dapat dikatakan efektif, sebaliknya jika hasil tidak mencapai target maka dapat dikatakan tidak efektif
Untuk mengetahui output dari pelaksanaan program KB penulis telah memberikan 2 indikator yang dikembangkan oleh penulis yaitu sebagai berikut:
a. Pemahaman Terhadap Program
b. Sasaran Program

a. Pemahaman Terhadap Program
Informasi mengenai penyelenggaraan program KB harus mudah dijangkau oleh masyarakat agar program terlaksana dengan baik, oleh karena itu diperlukan faskes KB yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut penulis telah melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana Drs. Tjatoer Soeprihantoro yaitu sebagai berikut:
Karena di Kota Sorong ini sudah banyak faskes KB dari ujung timur sampai ujung barat itu sudah ada jadi informasi mengenai program KB khususnya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sudah menyentuh dimasyarakat apalagi dengan adanya penyuluh lapangan KB yang ada  melakukan penyuluhan pada pasangan usia subur untuk ikut ber-KB, namun pada kondisi pandemi saat ini penyuluhan yang dilakukan tidak intensif seperti pada saat sebelum pandemi covid-19 karena harus menerapkan prokes yang sudah ditetapkan.
Penulis dapat mengukur tingkat pemahaman terhadap program saat terjadi proses peralihan sikap dan tingkah laku seseorang dari yang semula berorientasi pada penolakan menuju penerimaan terhadap berjalannya suatu hal. Alterasi karakter dapat dilihat melalui dominasi penduduk yang sadar bahwa melakukan perencanaan keluarga melalui program KB dapat membangun kesejahteraan dan produktivitas keluarga di masa yang akan datang.
Konteks perubahan sikap dicirikan dengan partisipasi yang lebih aktif dan antusiasme terhadap setiap layanan yang dimiliki oleh DPPKBP3A untuk menangguhkan pelayanan Program KB saat pandemi. Peneliti mewawancarai Kepala Bidang Keluarga Berencana Drs. Tjatoer Soeprihantoro dengan hasil sebagai berikut:
Perubahan ada tetap ada itu karena semakin banyak orang yang tau, dan beberapa tahun belakangan ini kegiatan penyuluhan dan lainnya itu dilakukan secara masif di Kota, kalau dulu itu biasanya cuma lewat posyandu-posyandu atau lewat kader dari tahun 2017 itu kegiatannya lebih terstruktur biasanya ada penyuluhan rutin yang melibatkan banyak orang
Ungkapan tersebut diperkuat oleh Kordinator Penyuluh Program KB di DPPKB Kota Sorong yaitu Ibu Friskilah Cheldrika Sabandar, S.KM dalam wawancara bersama penulis yaitu ebagai berikut:
Sudah ada perubahan sikap walaupun itu hanya sedikit-sedikit tidak banyak. Oleh karena itu pentingnya sosialisasi, jadi ketika  ada sesi Tanya jawab yang bersangkutan atau akseptor KB ada yang merespon dengan bertanya kembali itu juga sudah menunjukkan perubahan sikap atau pola pikir. Perubahan yang cukup signifikan dari aspek psikologis dapat diamati pada 3 tahun terakhir. Minat penduduk untuk ikut serta dalam pelayanan KB menjadi suatu kebutuhan, apalagi disaat kondisi pandemi. Karena tingkat kesadaran penduduk untuk tidak hamil saat pandemi menjadi suatu keharusan bagi mereka untuk tetap ber-KB

B.     Sasaran Program
Pasangan usia subur (PUS) menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan program KB.  Partisipasi dari sasaran program menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program. Pasangan usia subur (PUS) diharapkan dapat berpartisipasi dalam program tersebut, namun dengan adanya pandemi covid -19 peserta program KB tidak mengalami peningkatan yang banyak seperti pada masa sebelum pandemi, hal tersebut selaras dengan hasil wawancara penulis bersama Sekretaris Dinas Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bapak Herman Hermanto, SH. yaitu sebagai berikut:
Kalau dilihat dalam laporannya itu ada peningkatan walaupun hanya sedikit dan tidak terlalu banyak peningkatannya. Alat kontrasepsi yang tidak berhubungan dengan darah seperti pil dan suntik bisa dilayani kalau seperti implant tidak bisa dilayani karena itu berhubungan dengan darah. Untuk alat kontrasepsi seperti pil dan suntik Alhamdulillah mengalami peningkatan walaupun hanya sedikit.
Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan yang disampaikan oleh kordinator penyuluh program KB di DPPKB Kota Sorong yaitu Ibu Friskilah Cheldrika Sabandar, S.KM:
Kalau untuk peserta program KB dimasa pandemi ini mengalami naik turun malahan waktu awal pandemi itu mengalami penurunan karena program KB ini pelayanannya secara langsung di Puskesmas, jadi masyarakat yang mau mengikuti program KB itu takut kalau mereka mau mengikuti program mereka harus diperiksa dulu mengenai covid

3.3    Outcame
Outcome merupakan dampak yang terjadi atas terlaksananya suatu program. Apabila suatu program memberikan dampak yang positif maka program tersebut dapat dikatakan efektif, sebaliknya apabila suatu program tidak memberikan dampak yang begitu berarti maka program tersebut belum efektif.
Setiap program  pasti memiliki suatu tujuan,sama halnya dengan program KB. Tujuan utama dari pelaksanaan program KB adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pada masa pandemi covid-19 saat ini pelaksanaan program KB mendapat tantangan yang lebih karena pada masa pandemi pemerintah melakukan pembatasan-pembatasan kepada masyrakat untuk berkumpul sedangkan pelaksanaan program KB harus secara langsung atau tatap muka, selain itu banyak pegawai yang bekerja dari rumah sehingga interaksi didalam keluarga menjadi lebih sering dan dapat menimbulkan kehamilan sehingga berpotensi menimbulkan peningkatan angka kelahiran yang signifikan.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tujuan utama pelaksanaan program  KB pada maasa pandemi Covid-19 di DPPKB Kota Sorong, penulis telas melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sorong Bapak Herman Hermanto, SH.  yaitu sebagai berikut:
Tujuan utama pelaksanaan program KB pada masa pandemi covid-19 sesuai arahan dari pemerintah bahwa pada saat pandemi itu jangan sampai melahirkan atau mencegah kehamilan dan kelahiran karena itu resikonya tinggi dan dapat menyebabkan ledakan penduduk serta diharapkan kepada PUS untuk tetap ber-KB dimasa pandemi ini.
Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan program KB dimasa pandemi covid-19 peneliti telah melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana Drs. Tjatoer Soeprihantoro dengan hasil yaitu kalau untuk tercapainya dapat dikatakan lima puluh persen, hal ini terjadi disebabkan intensitas penyuluhan program KB pada masa pandemi tidak sesering dulu sebelum masa pandemi karena ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi sedangkan penyuluhan program KB harus dilakukan secara langsung atau tatap muka
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan program KB dimasa pandemi covid-19 belum maksimal karena adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah atau protokol kesehatan yang harus dipatuhi guna mencegah penyebaran virus covid-19, sedangkan dalam pelaksanaannya penyuluhan program KB harus dilakukan secara langsung atau tatap muka.

3.4.   Diskusi Temuan Utama Penelitian
Pelaksanaan program KB di Kota Sorong pada masa pandemi covid-19 belum efektif, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program seperti Kurangnya Personil PKB/PLKB dalam Mengoordinir Penyuluhan KB. Selain itu Kegiatan sosialisasi juga berkurang serta Sarana untuk menunjang mobilitas pelayanan KB belum difasilitasi secara maksimal.
Pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Medan, sehingga perlu adanya upaya menurunkan pertumbuhan jumlah penduduk misalkan dengan menggencarkan program keluarga berencana bagi masyarakat. Selain itu peningkatan jumlah penduduk perlu dibersamai dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan lain yang menunjang kualitas hidup masyarakat (Khalizah Mayasari BR Damanik, 2020)
. Permasalahan yang menghambat Dinas Pengendalian Penduduk, eluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perliundungan Anak dalam pengelenggaraan program KB saat pandemi Covid-19 adalah Kurangnya Personil PKB/PLKB dalam Mengoordinir Penyuluhan KB. Selain itu Kegiatan sosialisasi KB dan kegiatan Tribina oleh PPKBD dan Sub PPKBD menjadi terhambat akibat terdampak refocussing anggaran serta Sarana untuk menunjang mobilitas pelayanan KB jemput bola belum difasilitasi secara maksimal (Enggal Ganusa Satrio Piningit 2021).

IV. KESIMPULAN
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) belum efektif dalam meyelenggarakan Program KB saat Pandemi Covid-19 di Kota Sorong. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta KB baru dan peserta KB aktif hanya mengalami sedikit peningkatan. Permasalahan yang menghambat Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dalam pengelenggaraan program KB saat pandemi Covid-19 adalah Kurangnya Personil PKB/PLKB dalam Mengoordinir Penyuluhan KB. Selain itu Kegiatan sosialisasi juga berkurang serta Sarana untuk menunjang mobilitas pelayanan KB belum difasilitasi secara maksimal. Upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menangani hambatan yakni menerapkan pendekatan skala prioritas pada Pembinaan KB, melakukan pelayanan jemput bola dan Berkoordinasi terkait penyediaan kendaraan operasional dari dinas
[bookmark: _GoBack]Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.
Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas program kb di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sorong untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.
V. UCAPAN TERIMA KASIH 
Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sorong beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.
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